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ABSTRAK

Ahmiyya Lahiqatin Nuur, 2026. Kekosongan Jabatan Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi Masa Periode 2019-2024. Skripsi Program Studi
Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H
Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Ayon Diniyanto, M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kekosongan jabatan
pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak segera diisi
oleh Presiden, meski mekanisme pemberhentian dan penggantian telah
diatur secara normatif dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan
berpotensi mengganggu stabilitas kelembagaan KPK dalam menjalankan
tugas pemberantasan korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis dinamika kekuasaan antarlembaga negara yang memengaruhi
proses pengisian jabatan pimpinan KPK serta mengidentifikasi hambatan
yuridis dan politik yang menyebabkan terjadinya kebuntuan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan koseptual dan
pendekatan kasus. Sumber data utama diperoleh melalui studi kepustakaan
terhadap peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, serta
literatur hukum dan politik yang relevan. Teknik analisis data dilakukan
secara kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai isu
yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat celah norma dalam
regulasi saat ini, yaitu ketiadaan batas waktu yang mengikat bagi Presiden
untuk menetapkan pimpinan pengganti, yang berpotensi mendegradasi
prinsip kolektif-kolegial dan legitimasi operasional KPK. Akibat hukum
dari kekosongan ini meliputi munculnya ketidakpastian hukum, stagnasi
penanganan kasus korupsi besar, serta pelemahan independensi lembaga
akibat ruang diskresi politik yang terlalu luas. Penelitian ini
merekomendasikan reformulasi regulasi dengan menetapkan batas waktu
maksimal pengangkatan pimpinan dan mekanisme pelaksana tugas otomatis
guna menjamin continuity of government dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemisahan Kekuasaan,
Kekosongan Jabatan, Kepastian Hukum.
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ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon of vacancies in the
leadership positions of the Corruption Eradication Commission (KPK) that
are not immediately filled by the President, even though the mechanisms for
dismissal and replacement have been normatively regulated in Article 32
and Article 33 of Law Number 19 of 2019. This condition creates legal
uncertainty and potentially disrupts the institutional stability of the KPK in
carrying out its anti-corruption duties. The purpose of this study is to
analyze the power dynamics between state institutions that influence the
process of filling KPK leadership positions and to identify the juridical and
political obstacles that cause this deadlock.

The research method used is normative legal research with a statute
approach and a case approach. The primary data sources are obtained
through a literature study of relevant laws and regulations, court decisions,
as well as legal and political literature. Data analysis techniques are
carried out qualitatively to provide a comprehensive overview of the issue
under study.

The results indicate a normative gap in current regulations,
specifically the absence of a binding time limit for the President to appoint
replacement leaders, which potentially degrades the collective-collegial
principle and the operational legitimacy of the KPK. The legal
consequences of these vacancies include legal uncertainty, stagnation in
handling major corruption cases, and the weakening of institutional
independence due to excessive political discretion. This study recommends
a reformulation of regulations by establishing a maximum time limit for
appointments and an automatic acting-officer mechanism to ensure
continuity of government and legal certainty.

Keywords: Corruption Eradication Commission, Separation of Powers,
Leadership Vacancy, Legal Certainty.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu isu aktual yang muncul dalam praktik ketatanegaraan
merupakan  adanya  kekosongan  jabatan  pimpinan  Komisi
Pemberantasan Korupsi yang tidak segera diisi oleh Presiden, meskipun
ketentuan hukum telah mengatur secara normatif mekanisme
pemberhentian dan penggantian. Fenomena ini menciptakan
ketidakpastian hukum dan mengganggu stabilitas kelembagaan Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas pemberantasan
korupsi. Misalnya, dalam kasus terakhir tahun 2023, satu posisi
pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kosong selama beberapa
bulan tanpa kepastian pengisian. Kasus yang dimaksud merujuk pada
kekosongan posisi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
setelah Ketua KPK periode 2019-2024, Firli Bahuri, ditetapkan sebagai
tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian
Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh Polda Metro Jaya pada 23 November
2023.

Struktur pimpinan KPK masa jabatan 2019-2024 sebelum Firli
Bahuri diberhentikan:

Firli Bahuri
1
1 1 1 1
Alexander Nurul Nawawi Lili Pintauli Siregar
Marwata Ghufron Pomolango (mengundurkan diri)
digantikan
Johanis Tanak pada 2022




Firli Bahuri resmi diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai
Ketua KPK didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor
116/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Ketua Merangkap
Anggota KPK Firli Bahuri dan Pengangkatan Ketua Sementara KPK di
tandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada akhir November 2023.
Untuk mengisi kekosongan tersebut, Presiden menunjuk Nawawi
Pomolango sebagai Ketua KPK Sementara melalui Keputusan Presiden
(Keppres) pada 24 November 2023.

Struktur pimpinan KPK masa jabatan 2019-2024 sesudah Firli
Bahuri diberhentikan:

Nawawi Pomolango

(ketua sementara merangkap anggota)

[ ]
Alexander Nurul Johanis
Marwata Ghufron Tanak

Meskipun Nawawi ditunjuk sebagai ketua sementara, kursi
pimpinan KPK secara definitif berkurang dari lima menjadi empat
orang. Kekosongan kursi pimpinan yang ditinggalkan Firli sebagai
anggota (komisioner) tidak diisi hingga masa jabatan pimpinan KPK
periode 2019-2024 berakhir pada Desember 2024. Selama sisa waktu
tahun 2023, tidak ada seleksi atau penunjukan pimpinan baru untuk
mengisi sisa masa jabatan yang tinggal beberapa bulan tersebut.
Pimpinan KPK berjalan dengan empat anggota hingga serah terima
jabatan ke periode baru pada akhir 2024.

Ketidaksesuaian muncul ketika norma hukum dalam Pasal 33 ayat

1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019



“Ayat (1) Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan
calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia. ayat (2) Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipilih dari calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
vang tidak terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
Pasal 29!

Menyatakan bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
dapat diberhentikan sementara atau tetap oleh Presiden, dan posisi yang
kosong harus diisi dengan calon urutan berikutnya berdasarkan hasil
seleksi DPR. Namun pada praktiknya pengaturan tersebut tidak
dilaksanakan secara segera atau otomatis, bahkan terkesan tergantung
pada pertimbangan politik eksekutif. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa pelaksanaan norma hukum tidak berjalan secara efektif
sebagaimana yang diharapkan. Secara normatif, Pasal 33 Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah mengatur mekanisme pengisian
jabatan pimpinan KPK secara jelas, yaitu melalui pengajuan Presiden
kepada DPR berdasarkan urutan calon yang telah dipilih sebelumnya.
Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan, ketentuan tersebut
tidak diitkuti dengan kewajiban waktu yang tegas sehingga membuka
ruang terjadinya penundaan.

Penulis berpendapat bahwa tidak adanya batas waktu dalam
pengisian jabatan merupakan kelemahan normatif yang berdampak

langsung pada tidak optimalnya prinsip kepastian hukum. Dalam

! Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi pasal 33 ayat 1 dan 2



konsep negara hukum (rechtstaat), setiap kewenangan yang dimiliki
oleh organ negara harus diiringi dengan batasan yang jelas agar tidak
menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau stagnasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan.?

Lebih lanjut, kondisi ini juga menunjukkan adanya dominasi
pertimbangan politik dalam pelaksanaan norma hukum. Kewenangan
Presiden yang tidak disertai kewajiban imperatif untuk segera mengisi
jabatan yang kosong berpotensi menimbulkan ketergantungan lembaga
independen terhadap kekuasaan eksekutif. Hal ini bertentangan dengan
prinsip  independensi lembaga negara, khususnya Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang seharusnya bebas dari
intervensi politik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan
kekosongan jabatan pimpinan KPK tidak hanya disebabkan oleh faktor
praktik, tetapi juga oleh kelemahan dalam perumusan norma hukum itu
sendiri yang belum mampu menjamin kepastian dan efektivitas dalam
implementasinya. Selain itu, apabila dikaitkan dengan prinsip checks
and balances, keterlambatan pengisian jabatan pimpinan KPK juga
mencerminkan tidak berjalannya mekanisme pengawasan antar
lembaga negara secara optimal. DPR sebagai lembaga legislatif yang
memiliki kewenangan dalam proses pemilihan seharusnya dapat
mendorong percepatan pengisian jabatan tersebut. Namun dalam
kenyataannya, tidak terdapat mekanisme yang mengikat kedua lembaga
tersebut untuk bertindak secara cepat, sehingga terjadi kekosongan

jabatan yang berlarut-larut.

2 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Tata Negara, (Jakarta: Konstitusi Press,
2018),27.



Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana
tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia
adalah negara hukum®. Perubahan desain kelembagaan Komisi
Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tidak hanya mengubah struktur organisasi, tetapi juga
mempengaruhi pola relasi antar cabang kekuasaan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa
revisi tersebut memperkuat posisi eksekutif dalam proses pengawasan
kelembagaan KPK, sehingga memunculkan perdebatan mengenai
tingkat independensinya dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.*

Pengaturan pimpinan lembaga negara dalam hukum tata negara
semestinya tidak boleh mengakibatkan kekosongan jabatan yang
berlarut-larut. Sebab, selain menghambat kinerja kelembagaan, juga
membuka peluang bagi intervensi politik yang bertentangan dengan
prinsip independensi lembaga negara. sebagai lembaga independen
yang lahir dari kebutuhan luar biasa, Komisi Pemberantasan Korupsi
berada di posisi unik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. la bukan
bagian dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif secara langsung,
tetapi memiliki hubungan erat dengan ketiganya, khususnya dalam hal
akuntabilitas dan proses seleksi pimpinan. Oleh karena itu, posisi
pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pejabat negara

semestinya diatur dengan sistem hukum yang lebih tegas dan otomatis

3 D Saragih, “Problematika Penegakan Prinsip Kepastian Hukum Dalam Revisi
Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi,” Jurnal Konstitusi 19, no. 1 (2022):
55-72.

4 Bivitri Susanti, “Independensi Lembaga Negara dan Desain Pengisian Jabatan
Publik,” Jurnal Konstitusi 19, no. 2 (2022),52.



dalam proses pemberhentian dan penggantian. Hal ini sejalan dengan
pendapat Jimly Asshiddigie bahwa pengisian jabatan lembaga
independen sebaiknya tidak boleh tunduk pada pertimbangan politik
semata, melainkan harus dijamin dengan norma yang bersifat
imperative’.

Kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kelalaian administratif atau
persoalan teknis pengisian jabatan, melainkan harus ditempatkan
sebagai persoalan desain hukum dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia. Dari aspek administratif, ketiadaan salah satu unsur
pimpinan dapat berimplikasi pada tidak sahnya pengambilan keputusan
strategis, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Komisi
Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa putusan Komisi
Pemberantasan Korupsi harus bersifat kolektif kolegial. Melalui sudut
pandang hukum tata negara modern, desain kelembagaan yang tidak
mampu menjamin keberlanjutan kepemimpinan merupakan indikasi
lemahnya norma hukum dalam melindungi fungsi konstitusional
lembaga negara.®

Ketiadaan batas waktu pengisian jabatan pimpinan KPK dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah menciptakan ruang
diskresi politik yang berlebihan, sehingga membuka peluang terjadinya
kekosongan jabatan yang berkepanjangan. Kondisi ini berpotensi
mereduksi independensi KPK dan melemahkan prinsip checks and

balances dalam sistem ketatanegaraan, yang pada akhirnya berdampak

5 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Tata Negara Edisi Revisi (Jakarta: Konstitusi
Press, 2018),56.

¢ Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta:
Konstitusi Press, 2018),71.



langsung terhadap efektivitas pemberantasan korupsi sebagai amanat
konstitusional negara hukum. Adanya kekosongan jabatan pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa kejelasan pengganti juga
menimbulkan konsekuensi hukum administratif dan tata negara.
Pelaksanaan ketentuan pengisian jabatan dalam pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi juga kerap kali tidak sesuai dengan prinsip
check and balances. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif
cenderung menunda proses penggantian tanpa alasan normatif yang
kuat, dan DPR sebagai lembaga legislatif tidak melakukan pengawasan
yang efektif atas kekosongan tersebut. Padahal, menurut teori
pemisahan kekuasaan Montesquieu, adanya pengawasan antar-lembaga
negara merupakan mekanisme utama dalam mencegah penyalahgunaan
wewenang .

Secara konseptual, kekosongan jabatan pimpinan KPK periode
2019-2024 menunjukkan adanya ketidaksempurnaan desain hukum
dalam menjamin kesinambungan kepemimpinan lembaga independen.
Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak
memberikan batas waktu imperatif bagi Presiden dalam menetapkan
pengganti pimpinan yang berhenti sebelum masa jabatan berakhir.
Kondisi tersebut berimplikasi pada terjadinya kekosongan jabatan
dalam jangka waktu yang tidak proporsional, sehingga berpotensi
melemahkan efektivitas kelembagaan dan mengganggu prinsip negara
hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI

Tahun 1945.% Negara hukum yang demokratis seharusnya menjunjung

7 Wahyu Widodo, Teori Pemisahan Kekuasaan Dalam Negara Modern (Y ogyakarta:
Genta Press, 2020), 20.

8 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, edisi revisi
(Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 112.



prinsip konstitusionalisme, setiap jabatan publik terutama yang
strategis seperti pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak boleh
dibiarkan kosong tanpa dasar hukum yang jelas. Negara melalui
Presiden dan DPR harus segera melakukan pengisian jabatan
berdasarkan hasil seleksi sebelumnya, tanpa perlu menunggu
momentum politik tertentu. Hal ini menegaskan pentingnya pengisian
jabatan struktural lembaga negara secara cepat untuk menjamin
keberlanjutan fungsi pemerintahan.

Penelitian ini penting dilakukan secara mendalam mengenai
mekanisme pemberhentian dan penggantian pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi, baik dari aspek normatif dalam peraturan
perundang-undangan maupun dari aspek praktik pelaksanaan di
lapangan. Tujuannya adalah untuk Mengetahui pengaturan pengisian
kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan
Mengetahui akibat hukum yang timbul dari kekosongan jabatan

pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2024.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaturan pengisian kekosongan jabatan pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari kekosongan
jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-
20247
C. Tujuan Masalah
1. Mengetahui pengaturan pengisian kekosongan jabatan pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2019.



2.

Menganalisis akibat hukum yang timbul dari kekosongan jabatan

pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2024.

D. Manfaat Penelitian

1.

2.

Manfaat Teoritis

a.

Memberikan kontribusi akademik dalam kajian hukum tata
negara dan hukum administrasi negara terkait independensi
lembaga anti-korupsi.

Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai
mekanisme hukum dalam seleksi dan pemberhentian pejabat

publik di Indonesia.

Manfaat Praktis

a.

Memberikan pemahaman bagi pembuat kebijakan mengenai
permasalahan dalam regulasi terkait pengisian jabatan
pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi agar dapat
dilakukan perbaikan dalam sistem hukum yang lebih
transparan dan akuntabel.

Memberikan rekomendasi bagi lembaga negara terkait, seperti
DPR, Presiden, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam
membnetuk  regulasi, khususnya terkait mekanisme
pemberhentian dan  penggantian  pimpinan  Komisi

Pemberantasan Korupsi.

E. Tinjauan Pustaka

l.

Teori Pemisahan Kekuasaan

Teori pemisahan kekuasaan (separation of powers) merupakan

konsep fundamental dalam hukum tata negara yang bertujuan

untuk mencegah penumpukan kekuasaan dalam satu tangan, guna

menghindari tirani atau penyalahgunaan wewenang. Teori ini



10

pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Montesquieu dalam
karyanya De ['Esprit des Lois, yang membagi kekuasaan negara ke
dalam tiga cabang utama: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.’

Dalam konteks Indonesia, meskipun tidak menganut
pemisahan kekuasaan secara murni, sistem ketatanegaraan kita
mengadopsi prinsip pembagian kekuasaan secara fungsional dan
organik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, meski lembaga negara
saling berbagi fungsi, tetap ada check and balance antar cabang
kekuasaan guna menjamin keseimbangan serta mencegah dominasi
salah satu pihak.'” Selain tiga cabang utama kekuasaan, Indonesia
juga mengenal lembaga negara independen seperti Komisi
Pemberantasan Korupsi, KPU, dan Ombudsman. Lembaga ini lahir
sebagai respon terhadap kebutuhan khusus yang tidak bisa
sepenuhnya dijalankan oleh cabang kekuasaan klasik.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen
tidak secara eksplisit masuk dalam ketiga cabang kekuasaan klasik.
Namun dalam praktik ketatanegaraan, Komisi Pemberantasan
Korupsi memiliki hubungan erat dengan lembaga eksekutif
(Presiden) dan legislatif (DPR), khususnya dalam proses
pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pimpinan.'' Dalam
hal ini, teori pembagian kekuasaan relevan digunakan sebagai alat

untuk mengetahui pengaturan pengisian kekosongan jabatan

? (Montesquieu, 1748 dalam Hikam, 2021),61.

10 Jimly Asshiddigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Konstitusi Press,
2018),72.

I Muhammad AS Hikam, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan di
Indonesia (Jakarta: 2021),63.
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pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-
Undang no 19 tahun 2019 dan menganalisis akibat hukum yang
timbul dari kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi periode tahun 2019-2024 yang belum memiliki pengganti.

Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, dalam
sistem ketatanegaraan modern, penguatan lembaga independen
seperti Komisi Pemberantasan Korupsi diperlukan sebagai
lembaga atau entitas di luar tiga cabang kekuasaan tradisional yang
memiliki peran dan pengaruh penting dalam pemerintahan (quasi
fourth branch of power) untuk mengimbangi dominasi eksekutif,
legislatif, maupun yudikatif. Maka, keterlambatan atau kekosongan
jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akibat
mekanisme hukum yang tidak tegas, merupakan ancaman bagi
efektivitas fungsi pengawasan negara.

Pemisahan kekuasaan tidak hanya menjadi kerangka dasar
penyelenggaraan negara, tetapi juga menjadi tolok ukur normatif
dalam menilai kualitas desain institusional, khususnya terkait
mekanisme pengisian jabatan strategis seperti pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi.

Teori Negara Hukum Modern

Konsep negara hukum modern (modern rule of Ilaw)
berkembang dari pemikiran klasik Eropa tentang Rechtsstaat dan
Rule of Law. Jika dalam negara hukum klasik fokus utama terletak
pada pembatasan kekuasaan penguasa agar tidak bersifat absolut,

maka negara hukum modern menekankan tidak hanya pada
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kepastian hukum, tetapi juga perlindungan hak asasi manusia,
keadilan sosial, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan'?,

Negara hukum modern mengandung ciri-ciri utama, yaitu
supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan hak
asasi manusia, peradilan yang independen, serta adanya
pembatasan kekuasaan melalui prinsip checks and balances.
Prinsip negara hukum modern tercermin dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara
hukum”. Hal ini mengandung makna bahwa seluruh tindakan
pemerintah dan lembaga negara harus didasarkan pada hukum,
sekaligus diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan
yang demokratis dan berkeadilan. Kelembagaan negara yang
strategis, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki
posisi penting dalam menjaga tegaknya prinsip negara hukum,
khususnya dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi
yang menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan kesejahteraan
bangsa.

Dalam konteks penelitian ini, teori negara hukum modern
sangat relevan untuk menelaah kekosongan jabatan pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi pada periode 2019-2024.
Kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan prinsip negara
hukum, khususnya dari sisi kepastian hukum dan efektivitas

kelembagaan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memang

12 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Konstitusi Press,
2018),59.
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mengatur mekanisme pemberhentian dan penggantian pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Pasal 32 dan 33, namun
tidak memberikan batas waktu yang tegas. Hal ini mengakibatkan
terjadinya kekosongan jabatan yang cukup lama dan berimplikasi
pada terganggunya prinsip akuntabilitas dan kontinuitas
penyelenggaraan lembaga negara, yang seharusnya dijamin oleh
negara hukum modern.

Dengan demikian, teori negara hukum modern menjadi
pijakan normatif dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana
pengaturan hukum mengenai pemberhentian dan penggantian
pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah sejalan dengan
prinsip negara hukum yang menuntut kepastian, keadilan, dan
efektivitas.

Kedua teori yang digunakan dalam penelitian ini memiliki
keterkaitan yang erat dan saling melengkapi. Teori pemisahan
kekuasaan menekankan pentingnya distribusi dan keseimbangan
kewenangan antar lembaga negara, sedangkan teori negara hukum
modern menekankan pentingnya kepastian hukum, akuntabilitas, dan
efektivitas dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Dalam konteks
pengisian jabatan pimpinan KPK, teori pemisahan kekuasaan
digunakan untuk menganalisis hubungan kewenangan antara Presiden,
DPR, dan KPK, sedangkan teori negara hukum modern digunakan
untuk menilai apakah mekanisme tersebut telah memenuhi prinsip
kepastian hukum dan efektivitas kelembagaan.

Penulis berpendapat bahwa ketidaktegasan norma hukum dalam
mengatur batas waktu pengisian jabatan pimpinan KPK menunjukkan

adanya ketidaksinkronan antara prinsip pembagian kekuasaan dan
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prinsip negara hukum modern. Di satu sisi, terdapat distribusi
kewenangan antara Presiden dan DPR, namun di sisi lain tidak terdapat
mekanisme yang memastikan kewenangan tersebut dijalankan secara
efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, penggunaan kedua teori ini
secara simultan diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih
komprehensif dalam memahami permasalahan kekosongan jabatan
pimpinan KPK, baik dari aspek struktural kelembagaan maupun dari
aspek normatif hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya
bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan evaluasi kritis
terhadap desain regulasi yang ada.
F. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan yang berkaitan dengan penelitian ini,

sebagai berikut :

Tabel 1.1
Peneliti, Judul & Metode Kesimpulan
No Tahun Pendekatan &
Teori

1 | Silfia Teori Siyasah Membabhas legalitas
Kewenangan Al-Idariyah pemberhentian
Pimpinan Komisi | (Perspektif pimpinan KPK dan
Pemberantasan Islam) adanya
Korupsi dalam ketidaksesuaian antara
Perspektif Teori praktik lapangan
Siyasah Al- dengan regulasi
Idariyah (2023) Undang-Undang yang

berlaku.
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Peneliti, Judul & Metode Kesimpulan
No Tahun Pendekatan &
Teori

2 | Nasuha & Analisis Menunjukkan adanya
Isharyanto Yuridis/Struktural | perubahan struktur
Independensi (Fokus pada kelembagaan yang
Komisi Independensi memengaruhi posisi
Pemberantasan Lembaga) pimpinan, namun
Korupsi Pasca belum mendalami
Revisi Undang- mekanisme pengisian
Undang Nomor kekosongan jabatan.
19 Tahun 2019
(2024)

3 | Merchelyna & Yuridis Normatif | Menyoroti peran
Rifai (Fokus pada Dewan Pengawas dan
Independensi Intervensi potensi intervensi
Komisi Lembaga) lembaga lain terhadap
Pemberantasan KPK, tanpa mengkaji
Korupsi Pasca spesifik mengenai isu
Revisi Undang- kekosongan jabatan
Undang Komisi pimpinan.
Pemberantasan
Korupsi (2021)

4 | Prasetya Urgensi | Reformasi Menekankan perlunya
Perbaikan Sistem | Hukum (Fokus perbaikan normatif

Pengangkatan dan

pada Sistem

dalam sistem
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dalam Lembaga

Negara (2022)

Peneliti, Judul & Metode Kesimpulan
No Tahun Pendekatan &
Teori

Pemberhentian Rekrutmen) pengangkatan dan
Pimpinan Komisi pemberhentian untuk
Pemberantasan mengatasi kendala
Korupsi (2020) dalam pengisian

jabatan pimpinan.

5 | Yulianto Tinjauan | Hukum Menyimpulkan bahwa
Yuridis Terhadap | Administrasi kekosongan jabatan
Kekosongan Negara publik berdampak
Jabatan Publik signifikan terhadap

stabilitas sistem
pemerintahan dan
memerlukan landasan

yuridis yang kuat.

Sumber: hasil analisis peneliti yang diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan penelitian-penelitian relevan yang telah dikaji, dapat

disimpulkan bahwa terdapat celah penelitian (research gap) yang

signifikan dalam diskursus mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mayoritas studi terdahulu cenderung berfokus pada implikasi pasca-

revisi UU KPK terhadap independensi lembaga, peran Dewan

Pengawas, serta tinjauan umum hukum administrasi negara terhadap

kekosongan jabatan publik secara makro. Namun, belum ditemukan

kajian yang secara spesifik dan mendalam membedah dinamika yuridis

serta implikasi ketatanegaraan dari kekosongan jabatan pimpinan KPK

pada lokus periode 2019-2024. Penelitian ini hadir untuk mengisi
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kekosongan tersebut dengan melakukan analisis orisinal mengenai
ketiadaan regulasi batas waktu penunjukan pimpinan pengganti oleh
Presiden, yang secara substansial berpotensi mendegradasi prinsip
kolektif-kolegial dan legitimasi operasional sebuah lembaga negara

independen.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu
penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma
hukum positif yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan maupun doktrin-doktrin
hukum dari para ahli.!® Penelitian ini tidak meneliti gejala sosial
perilaku masyarakat secara langsung, melainkan mengkaji
bagaimana hukum seharusnya berlaku (das sollen) terhadap
permasalahan hukum tertentu.

Objek yang dikaji adalah norma-norma yang mengatur tentang
pengaturan pengisian kekosongan jabatan pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti yang tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta putusan Mahkamah
Konstitusi dan peraturan internal Komisi Pemberantasan Korupsi
yang relevan. Penelitian ini akan menelusuri dan menganalisis
sejauh mana pengaturan tersebut berjalan secara normatif dan
apakah terdapat ketidaksesuaian antara norma dan praktik

pelaksanaannya. Penelitian ini bersifat preskriptif, karena tidak

13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016),61.
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hanya menggambarkan hukum yang berlaku, tetapi juga

memberikan saran atau rekomendasi atas perbaikan hukum yang

ideal.

Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu
menelaah dan menafsirkan norma-norma dalam Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi beserta peraturan turunannya.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu
Menggunakan teori pemisahan kekuasaan, teori negara hukum
modern untuk menilai dan menafsirkan ketentuan hukum yang
ada.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) digunakan untuk
menelaah fenomena kekosongan jabatan pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi pada periode 2019-2024. Contohnya
adalah kasus kekosongan jabatan pada tahun 2023 yang
berlangsung selama beberapa bulan tanpa kejelasan pengisian.
Pendekatan ini dipakai untuk memperlihatkan adanya

kesenjangan (gap) antara norma hukum yang sudah ada dengan

praktik ketatanegaraan yang terjadi.

Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini

adalah media bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki isi
bersifat mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam

penelitian ini terdiri dari:
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1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-
XX/2022. Tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 4 tahun
menjadi 5 tahun

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 160/PUU-
XXI1/2024. Tentang pengujian materiil Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)

5) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian

yaitu: Buku teks hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan

pendapat ahli hukum tata negara.

Bahan Hukum Tersier terdiri dari sumber yang mendukung

pemahaman konsep.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif ini pengumpulan bahan hukum

dilakukan melalui tiga tahapan sistematis, yaitu:

a.

Kategorisasi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum
primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum
sekunder (buku,jurnal,pendapat ahli,dan hasil kajian). Tujuan
kategorisasi adalah untuk mempermudah analisis berdasarkan

kedudukan normatif masing-masing bahan hukum.
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b. Inventarisasi bahan hukum dengan pengumpulan sistematis
dan pencatatan dokumen hukum yang relevan mengenai pasal-
pasal, putusan dan dokumen resmi yang berkaitan tentang
pemberhentian  dan  penggantian  pimpinan  Komisi
Pemberantasan Korupsi.

c. Kajian substansi hukum dengan mengkaji secara mendalam isi
dari bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi
yang dilakukan adalah menganalisis norma, penafsiran
sistematis dan historis, serta penlaian kecukupan pengaturan
terhadap masalah kekosongan jabatan dan efektivitas
pengisian kembali pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan preskriptif normatif, yaitu dengan
menggambarkan isi norma hukum, mengevaluasi kesesuaiannya
dengan praktik, dan merumuskan solusi hukum yang ideal.

Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap ketentuan yang

tidak jelas, identifikasi kekaburan norma, dan pemberian

rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme pemberhentian dan
penggantian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi agar lebih

efektif, tegas, dan sesuai prinsip negara hukum.

H. Sistematika Penulisan
Pada sistematika penulisan ini memiliki beberapa bab, di masing-
masing bab memiliki sub bab agar mencapai penelitian yang sistematis,
sistematika penulisan tersebut diantaranya:
Bab I, bab ini berisi tentang pendahuluan yang didalamnya adalah

hal-hal yang mengklasifikasi bentuk penelitian ini, yaitu latar belakang,
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rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
kajian teori, dan metode penelitian yang digunakan untuk menyusun
terbentuknya penelitian yang sistematis.

Bab II, bab ini berisi tentang landasan teori yang membahas terkait
dengan kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bab III, bab ini membahas rumusan masalah pertama, yaitu
mengenai  pengisian  kekosongan jabatan pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi menurut perundang-undangan yang berlaku
dan praktik ketatanegaraan.

Bab IV, bab ini difokuskan untuk menjawab rumusan masalah
kedua, yaitu mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari
kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode
2019-2024.

Bab V, pada bab ini berisi penutup yang didalamnya terdapat saran
dan kesimpulan yang merupakan penutup dalam hasil pembahasan

penelitian.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kekosongan Jabatan
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Perode 2019-2024
terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, mengenai pengaturan pengisian kekosongan jabatan
pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat disimpulkan
bahwa meskipun secara normatif mekanisme pengisian telah
diakomodasi melalui Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019, namun regulasi tersebut mengandung cacat desain yang
fundamental. Kewenangan Presiden untuk mengangkat pimpinan
pengganti dari daftar calon di DPR tidak disertai dengan klausul batas
waktu (time frame) yang mengikat, sehingga norma tersebut kehilangan
sifat imperatifnya dan bertransformasi menjadi norma yang bersifat
fakultatif-politis. Dominasi kekuasaan eksekutif yang sangat kuat tanpa
dibarengi dengan mekanisme checks and balances yang rigid antara
Presiden dan DPR menyebabkan proses pengisian jabatan sangat
bergantung pada diskresi dan kehendak politik (political will).
Ketidakpastian prosedur ini pada akhirnya gagal menjamin
kesinambungan kelembagaan (continuity of government) dan kepastian
hukum. Dalam perspektif negara hukum modern, kondisi ini
menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu mengantisipasi
kondisi abnormal dalam praktik ketatanegaraan, khususnya dalam
situasi kekosongan jabatan strategis pada lembaga independen. Lebih

lanjut, penulis berpendapat bahwa ketiadaan norma yang bersifat

106



107

memaksa (mandatory rules) terkait batas waktu pengisian jabatan
mencerminkan lemahnya perumusan kebijakan legislasi yang tidak
sepenuhnya mempertimbangkan aspek implementatif. Akibatnya,
norma hukum yang seharusnya menjadi instrumen pengendali
kekuasaan justru kehilangan efektivitasnya dalam praktik. Dengan
demikian, dapat ditegaskan bahwa permasalahan utama tidak hanya
terletak pada pelaksanaan norma, tetapi juga pada konstruksi norma itu
sendiri yang belum mampu menjamin kepastian hukum, kemanfaatan,
dan keadilan secara simultan.

Kedua, terkait akibat hukum dari kekosongan jabatan pimpinan
KPK periode 2019-2024, dapat disimpulkan bahwa kekosongan jabatan
tersebut merupakan fenomena hukum yang menimbulkan akibat hukum
normatif yang kompleks dan multidimensional dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. Kekosongan tersebut tidak hanya berdampak
pada aspek administratif kelembagaan, tetapi juga memicu dinamika
hukum berupa lahirnya norma baru melalui Keputusan Presiden Nomor
129/P Tahun 2023, hilangnya norma lama berupa tidak berlakunya
Keputusan Presiden Nomor 129/P Tahun 2019, serta perubahan
substansi norma dalam penerapan prinsip kolektif-kolegial. Lahirnya
norma baru menunjukkan adanya upaya negara untuk mengisi
kekosongan hukum melalui instrumen administratif yang bersifat
konstitutif, namun sekaligus membuka ruang diskresi yang berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, hilangnya norma
lama berimplikasi pada terputusnya dasar legalitas jabatan dan
hilangnya kewenangan publik secara otomatis, yang menegaskan
prinsip bahwa setiap kewenangan harus bersumber pada dasar hukum

yang sah (legality principle). Sementara itu, perubahan substansi norma
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dalam praktik kolektif-kolegial mencerminkan adanya pergeseran dari
norma ideal menuju praktik pragmatis yang berorientasi pada
keberlangsungan fungsi kelembagaan. Penulis menilai bahwa
pergeseran ini berpotensi menimbulkan cacat prosedural (procedural
defect) serta melemahkan legitimasi hukum dari setiap keputusan yang
dihasilkan. Dalam konteks yang lebih luas, kondisi ini juga dapat
berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap
independensi dan kredibilitas KPK sebagai lembaga penegak hukum.
Selain itu, kekosongan jabatan pimpinan KPK juga berimplikasi pada
terganggunya efektivitas pengambilan keputusan strategis, khususnya
dalam penanganan perkara korupsi yang membutuhkan kepemimpinan
kolektif yang utuh. Ketidaksempurnaan komposisi pimpinan dapat
menyebabkan terhambatnya proses koordinasi, supervisi, dan
pengambilan kebijakan, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi
kinerja kelembagaan secara keseluruhan. Dalam perspektif negara
hukum modern, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya
pemenuhan prinsip kepastian hukum, pembatasan kekuasaan, dan
akuntabilitas publik. Oleh karena itu, kekosongan jabatan pimpinan
KPK dapat dipandang sebagai indikasi adanya kelemahan sistemik
dalam desain regulasi yang belum mampu mengantisipasi kondisi
abnormal dalam penyelenggaraan negara.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat ditegaskan bahwa
kekosongan jabatan pimpinan KPK bukan sekadar persoalan
administratif, melainkan merupakan persoalan struktural dalam sistem
hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Permasalahan ini menuntut
adanya pembaharuan regulasi yang lebih komprehensif, khususnya

dalam merumuskan norma yang bersifat tegas, implementatif, dan
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responsif terhadap dinamika ketatanegaraan, sehingga mampu
menjamin kepastian hukum, menjaga independensi lembaga, serta

memperkuat prinsip negara hukum secara substansial.

. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, peneliti memberikan
saran sebagai berikut:

Secara teoritik, perlu dilakukan penguatan konseptual terhadap
prinsip negara hukum modern yang menempatkan kepastian hukum,
pembatasan kekuasaan, dan independensi lembaga sebagai pilar utama
dalam penyelenggaraan negara. Kekosongan jabatan pimpinan KPK
menunjukkan bahwa desain kelembagaan yang ada belum sepenuhnya
selaras dengan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers),
khususnya dalam menjaga independensi lembaga penegak hukum dari
pengaruh cabang kekuasaan lain. Oleh karena itu, diperlukan
reformulasi norma hukum yang lebih tegas dan sistematis dalam
mengatur mekanisme pengisian jabatan, termasuk batas waktu
pengangkatan, prosedur pengisian kekosongan, serta pembatasan
penggunaan diskresi, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum
dan potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam kerangka negara hukum
modern.

Secara praktis, KPK perlu memastikan keberlangsungan fungsi
kelembagaan dengan memperkuat mekanisme internal dalam
menghadapi kondisi kekosongan jabatan, termasuk pengaturan teknis
pengambilan keputusan agar tetap memiliki legitimasi hukum. Presiden
sebagai pemegang kewenangan pengangkatan dan pemberhentian
pimpinan KPK diharapkan menggunakan kewenangannya secara

proporsional, transparan, dan berbasis pada prinsip akuntabilitas, serta
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tidak menunda proses pengisian jabatan yang dapat mengganggu
stabilitas lembaga. Sementara itu, DPR perlu memperbaiki sistem
seleksi pimpinan KPK agar lebih independen, objektif, dan tidak
semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik, sehingga dapat
menghasilkan pimpinan yang berintegritas serta mampu menjaga
marwah KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bebas dari

intervensi kekuasaan.
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